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BAB III
SEBAB-SEBAB YANG DAPAT MERINGEANKAN HUKUMAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A, Sebabésebab }éhé aépéfméérinéanﬁéﬁ hukuman daiam islém
Didalam hukum islam sebab-sebab yang dapat meri -

ngankan hukuman dibagi :

1. Belum dewasa

2. Terpaksa

3. Syubhat

Untuk lebih jelasnya dapat di uraikan sebagal berikut :

1. Belum dewasa. o
Untuk mengetahui kedewasaan anak dapat dipahami

kandungan hadits yang diriwayatkan Imam Muhammad bin kat-

8ir yang berbunyi :
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"Menceritakan kepada Muhammad bin katsir mengkha -
barkan kepada kami Syufyan mengkhabarkan kepada kami
Abdul Malik bin Amr menceritakan kepadaku Atiyah Al-
Quraidha mengatakan aku adalah keturunan bani Qurai-
dhah, maka para sahabat memperhatikan atau menetiti
kepada orang yang telah tumbuh bulunya (bulu kemalu-
annya) di bunuh, sedangkan yang belum tumbuh bulunya
tidak dibunuh, maka aku termasuk anak yang belum tum
buh bulunya. (Abu Dawud ; 453)
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Keterangan hadits diatas, menun fukkan bahwa kredes=
ria dewasa ditentukan, dengan tumbuh bulu kemaluannya, se
dangkan anak yang belum tumbuh bulu kemaluannya belum di-
anggap dewasa, sehingga para sahabat fidak membunuhnya ,
artinya bahwa apa yang dilakukan oleh anak yang belum tum
buh bulu kemaluannya ia belum dapat dipertanggung jawab -
kan. (Sunan Abu Dawud, jus II s 453)

Sedangkan anak mulai tumbuh bulu kemaluannya biasa
nya setelah menginjak usia 15 tahun, yang berarti sudah -
dewasa. Para ulama' berbeda pandapat mengenai ketentuan -
dewasa bagi anak antara lain
8. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bahwa anak itu dianggap

dewasa jika anak itu sudah bermimpi bersetubuh atau su
dah mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Jika tanda
-tanda itu terlambat maka setelah genap usia 15 tahun.

b. Menurut Abu Hanifah kedewasaan anak itu apabila ia te-
lah mencapai umur 18 tahun, dan menurut salah satu pen
dapat 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perem-
puan.

C. Menurut pendapat yang paling masyhur dari madzab Imam
Malik yang juga diikuti oleh abu Hanifah bahwa kedewa-
Saan itu apabila sudah ber umur 18 tahun dan sebagian
Yang lain menyatakan 19 tahun. |

Dari perbedaan pendapat para ulama' maka dapat diambil pe

ngertian bahwa anak dikatakan dewasa apabila sudah menca-

pai umur 18 tahun, sehingga apabila ia sebelum usia terse
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put_melaqugn tindak pidana maka ia t;dak_dgpat Qipertgng-
gung jawabygn_ayag_pgrbuatan yang dilakukan. Hagyglsgjg_ia
diberi hukuman pengajaran sebab walau pun dari segi materi
nya hqkuman penggjaranlitu merupakan hukuman tetapi bukaq_
merﬁpakam hukuman pidana, tetapi RuRumadayang berSifaSQﬁém
Peri pendidikkan atau pengajaran. (Abdul Qodir Audah, 1992
$602) _
Sebagai dasar umum tidak dapat di pertanggung Jawalmkan per
buatan_pddana anak yang belum cukup umur adalah bunyi ha -

dits Nabi SAW yang diriwavatkan A1i RA == ~ :
_Ag;a4L£lj,4H#91LLMo£kJU1kgjr#fi)g)xLﬁ}s ;#>¢)_,}%)i§)£
G AR G E L e A3 8 (94‘;) 526
Dre2 o 5 g M8 5 G S ()]

"Dari Al Hasan dari Ali sesungguhnya Rasulullah’
SAW bersabdah terangkat pena dari tiga perkara yaditu
dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak
Yang dibawah umur hingga dia dewasa dan dari orang
gila hingga berakal'. %At Tirmidzi, jus II:438)

Menurut syari'at islam pertanggungan jawab pidana-
didasar atas dua perkara, Yaitu kekuatan berfikir dan pili
han. Ahmad Hanafi,MA membagi kedudukan anak menjadi bebera
pa masa yaitu :

y Masa tidak adanya kemampuan berfikir, masa ini dimdlai
sejak_dilghirkan sampai pada usia tujuh tahun, dengan
kesepakatan fuqoha'. Seorang anak yang tidak mempunyai

- kemampuan berfikir disebut anak belum tamyiz.
Perbuatan pidana_yang dilakukan oleh anak berusia tujuh
tahunhtidgk q;gena; hukuman, baik hukuman pidana atau -
hukuman pengajaran. (A.Hanafi,MA, 1993 :369)
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2. Masa kemampuan berfikir lemah, masa ini dimulai sejak
usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh) ,
dan kebanyakan fuqoha membatasinya dengan usia lima be
las tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak dike-
hakan pertanggungan jawab pidana atas jérimah—jarimab;
yang diperbuatnya,akan tetapi ia bisa dijatuhi hukuman
pengajaran.

3. Masa kemampuan berfikir penuh, masa ini dimulai sejak«
seorang anak mencapai usia kecerdikan (sinur rusydi) ,
atau dengan kata lain setelah mencapai usia lima belas
tahun atau delapan belas tahun. Pada masa ini seseorang
dikenakan pertanggungan jawab pidana atas Jarimah=jari
mah yang diperbuatnya bagaimana pun juga macamnya.(A.-

Hanafi MA, 1993 ; 370)

2. Terpaksa.

Konsepsi paksaan menurut fuqoha ada beberapa macam
sebagaimana yang disebutkan oleh A.Hanafi sebagai berikut
a. Paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh sese

orang karena orang lain dan oleh karena itu hilang ke-
relaannya, atau tak lagi sempurna pilihannya.

b. Paksaan talah suatu perbuatan yang keluar dari orang -
Yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang di -
paksa satu keadaan yang mendorong dirinya untuk menger
jakan perbuatan yang diminta dari padanya.

¢.l'Paksaan ialah merupakan ancaman atas orang yang dengan

sesuatu yang tak disenanginya untuk mengerjakan sesua-
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tu hipgga karenanya_hilang kerelgannya. - -
Pakggan ialah apa yang Qiperpimbangkaﬁ kepada orang la
ip yaitu yang membahayakannya atau menyakitinya.
Batasan paksaan ialah apabila suatu hukuman (ancaman )
segera yang cukup mempengaruhi orang yang berakal fiki
ran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan kepada
nya, segera timbul dugaan kuat kepada dirinya bahwa_an
caman tersebut akan dikenakan bemar-benar apabila ia -
menolak apa yang dipaksakan képadanya. (A.Hanafi MA,
1993; 354)

Dengan demikian paksaan mempunyai unsur-unsur seba

gal berdkut:

a,

b.

c

Orang yang memaksa, mendesak atau mendorong dengan di-
sertai ancaman agar sesuatu itu dilakukan.
Orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu.

Perbuatan tertentu yang dikehendaki.

Contoh : A seorang penjaga gudang diwaktu malam, kemudian

datang seorang penjahat dengan menyodorkan golok
dimuka A rar A mau membukakan pintu gudang dan
mau menunjukkan barang-barang berharga, dalam -
hal ini jika A tak mengikuti perintahnya berarti
ia merelakan nyawanya. Karena memberatkan .nyaw a

nya maka ia turuti permintaan_penjahat tersebut:

ﬁetentuan paksaan ter sebut sesuai dengan bunyi nas A1 -

Qur'an surat Al Bagorah ayat 173 : /

P
e
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"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang
ia.tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas
maka tidak ada dosa baginya, sesuangguhnya Allah ma-
ha pengampun lagi maha penyayang. (Depag RI, 1989:42)

Jadi tidak bisa dikatakan paksaan apabila tidak memenuhi

ﬁnsur tersebut diatas, misalnya memaksa ditempat umum se-

hingga orang yang dipaksa untuk memungkinkan untuk menca-
ri pertolongan atau meninggalkan atau menghindarkan diri.

3. Syubhat

Yang dimaksud dengan syubhat adalah adanya sesuatu
hal yang memberikan kesan kepada kita bahwa suatu perkara
ada (terjadi) sedang sebenarnya tédak atau dengan kata®la
in adanya kebolehannya menurut formilnya (bentuknya) se-
dang menurut kenyataannya tidak ada.

Confoh ¢ Sebagaimana orang yang mencuri harta milik bersa
ma dengan yang lain, perbuatan tersebut . menunut
bentuknya dapat dikatakan pencurian tétapi disi-
ni terdapat kesamaran/syubhat sebab pada dasar -
nya pencurian,itu mengambil barang orang lain se
dang dalam contoh ini pencuri tidak mengambil .
barang yang keseluruhan milik orang lain tetapi
masih bercampur dengan harta milik sendiri.

Syubhat dalam hal pencurian harta bersama conto tersebut

sesuai dengan Al Qur'an surat An Nur agat 61 :

v W TR v L L T e S W
0 S5 N e
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"dan tidak (pula). ‘bagi dirimu sendiri, makan (ber-
sama-sama mereka) di rumah kamu sendiri’ atau dirumah
kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, di rumah i-
bu-ibumu....."{Depag RI, 1993;555)

Kemudian dalam hadits Nabi SAW disebutkan

)
qixxhuﬁf \Ac_rLJL/uhl\k);\) Jk?)\\ _)3\ (kfﬂl nui;%dii‘
(S‘,bf )ﬁ)(uvlu\?dwﬁ ‘)_/L__g fﬁ& cOV O

"Dari 'Brwah dari 'Aisyah ia berkata bahwa Rasulu-
1llah SAW.bersabdah hindarkanlah (pelaksanaan) hukum-
an terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampu-
anmu. Jika ada jalan keluar, maka biarkanlah merek a
menempuh jalan itu. Sesuangguhnya Imam (penguasa) -
Yang tersalah memaafkan lebih baik dari pada y E
tersaian memberi hukuman®, (A% Tirmidzi, jus:II: 39)

Berdasarkan hadis tersebut timbul suatu qoidah fighiyah
yang berbunyi :

.—,_'_____)\_&__)- _,M)\\J &,2__:&*:’ ) ()_;‘

"Hukuman-hukuman had gugur karena syubhad". (Ust.
Dja'far Amir,tt ;56)

_ Sedangkan syubhat sendiri ada tiga macam:

1. Syubhat obyektif yaitu yang timbul dari obyek jarimah
(tsyubhat fil mahalli), karena adanya sesuatu hukum sya
ri'at, seperti pencurian terhadép harta anak sendiri.
Pencurian itu dilarang oleh nas Al Qur'an §urat Al Ma-

idah ayat 38 :
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| “"Laki“laki yang mencuri dan perempudn yarig mencuri

ﬁbtoﬁgléh”faﬁgén'Rédﬁaﬁya‘fSebagéi) pembalasan bag i

apa“yang“mereké“kerjﬁkén"déﬁ“sebégai“siksaéﬁ dari -

- Allah, Dan’ Allah Maha perkasa lagi maha hijaksana".
(Depag RI,1993;165)

Kemudian dalam hadits Nabi SAW disebutkan sebagai berikut

et £l 5 |

"Engkau dan hartamu menjadi milik ayahmu".

Syubhat itu timbul karena nas yang kedua menganggap - anak

berserta hartanya milik ayah. Jadi apabila ayah mencuri -

hgrta anak berarti mencuri hartanya sendiri.

s Syubhat subyegtif yaitu syubhat yang be;sumber pada du
gaan si pembuat; dimana_dia dengan itikad baik melaku-
kan sesuatu perbuatan yang dilarang (tidak mengira ka-
lau perbuatannya itu dilarang).

Contoh : Seperti Seorang laki-laki yang mencampuri ﬁergm-
puan, dalam hal ini untuk yang pertama kalinya ,
yang dikira istrinya ternyata perempuan tersebut
bukan istrinya.

D Syubhat_Xuridis yaitu syubhat yang timbul dari perbeda
an pendépat fuqoha_tentang hukum sesuatu perbuatan.
Contoh: Menurut Abu Hanifah terdapat syubhat pada pencuri
an pihtu masjid sebab di pandang tidak berada di-
tempat penyimpanan (hirz). Akan tetapi menurut I-
mam Syafi'i dan lain-lainnya, pencurian itu harus

dijatuhi hukuman had, karena pintu itu jelas tidak

samar lagi. (A.Hanafi,1993:54)
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Sehingga dari perbedaan_pendapat para quoha ini‘dapgt_ -
menggugurkandhgd, selama perbuatan_}ﬁu @agih_dilgkgkgp.
Para fuqohah@agih bersgligih penQapat dalam mgnentgkaq_hu
kum oleh karena itu dengan adanya unsur syubhat meskipun
81 pembuan tidak dapat dijatuhi hukuman had namun mereka

masih dijatuhi hukuman ta'zir.

1. Dasar-dasar hukum tentang sebab-sebab yang dapat meri-

ngankan hukuman.

1.1« Belum dewasa.

Yang menjadi dasar sebab belum dewasa sebagal sa -

lah satu sebab yang dapat meringankan hukuman adalah :

- Firman Allah swt surat An Nisa! ayat 6 yang berbunyi,
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"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup u -
mur untuk kawin.kemudian jika menurut pendapatmu me-
reka telah cerdas atau pandai memelihara harta. Maka
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan jangan
lah kamu makan akan harta anak yatim piyatu lehih da
ri batas kepatutan dan (janganlah kamu) teérgesa-ge-
sa’(membelanjakannya) sebelum me reka dewasa. Bap -
ang siapa(diantara pemelihara itu) mampu maka hendak
lah ia merendahkan diri (dari memakan harta anak ya-
tim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia
makan harta itu menurut Yang patut. Kemudian apabila
kamu menyerahkan, hatta kepada mereka, maka hendakla
kamu mengadakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu)
bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas -
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(atas persaksian itu)! (Depag RI, 1989; 115)

= Dan berdasar dari hadits Nabi saw yang berbunyi ;.

C)L»-JJ A_A;QJIK)%M\JJ./@\)U\&;\LJWJU‘HUL
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"Dari Al Hasan dari Ali sesungguhnya Rasulullah
SAW bersabdah terangkat pena dari tiga perkara yaitu
dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari ~anak
Yang dibawah umur hingga dia dewasa dan dari orang-
gila hingga berakalt, %At Tirmidzi, jus II :438)

1.2. Terpaksa
Yang menjadi dasar sebab terpaksa sebagai salah sa
tu sebab yang dapat meringankan hukuman adalah :
- Sebagaimana firman #11ah swt surat Al Bagorah ayat 173
Yang berbunyi g
SRS PP EN LI P 5 PSR N
BN

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang
ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui ba
tas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah
ma?a pengampun lagi maha penyayang". (Depag RI, 1989;
42

- Dan juga firman Allah swt surat Al Maidah ayat 3 yang
berbunyi : o . .

[ ¢ ’,/"./l g T i ,,’.;,~/~./ s By ’_}’.\-f

Q_f._e-j ;p}u\ ‘51_9 I,SQQ_;J\K"’ T ane 35 -
"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengam

pun lagi maha penyayang". (Depag RI, 1989:157) -
- Juga sabdah Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
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"Sabda Rosulullah saw: Sesungguhnya Allah memaaf
kan ummatku dari apa yang di bisikkan atau dicetus
Kan oleh dirinya, selama ia tidak berbuat dan tidak
mengeluarkan kata-kata. Seseorang hanya dituntut ka-
rena kata-kata yang diucapkannya dan berbuat yang di
lakukannya". (Ibnu Majah, jus I, tt ; 609)

1.3. Syubhat
Yeng menjadi- dasar .sebab syubhat sebagai salah sa-

tu sebab yang dapat meringankan hukuman adalah

= Firman Allah swt surat An Nur ayat 61 yang berbunyi :
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"Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (ber-
sama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau diruma h
bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-sa
udaramu yang laki-laki, dirumah saudaramu yang perem
puan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, diruma
saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibu
mu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perem-
puan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah
kawan-kawanmu". (Depag RI, 1989; 555)

- Berdasar pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh

Aisyah :

7,2 AL arbimalle SN e 50 DVl

EERSTIINC R PP
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" Hindarkan hukuman hadd dari kaum muslimin, sela-
ma masih mungkin. Jika aku adda dasar untuk terlepa s
nya seseorang dari hukuman, maka biarkanlah dia ter-
bebaskan. Seorang hakim lebih-baik keliru dalam mem-
berikan hukuman. (At Tirmidzi, jus II; 438)

= Dan herdasarkan anidah fighivah vang herhunvi @

";_'T_)\;\___,‘ _\l\> \ﬁ;f _,,J"_a S >)\

"Hukuman-hukuman had gugur karena syubhat" (Ust.
Dja'far Amir, tt 3;56)

2. Syarat sebabesebéb vang dapat meringankan hukuman.

Sebab-sebab yang meringankan hukuman adalah 1. be-
lum dewasa 2. terpaksa dan 3, syubhat. Adapun syarat-sya-
rat dari sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman adala
sebagal berikut
1.1 Belum dewasa.

Mengenai syarat kedewaéaan anak para ulama' berbe-
da pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bahwa seorang
‘anak itu dianggap dewasa apabila telah bermimpi bersetubu
(ihtilam) atau sudah mengeluarkan darah haid bagi perempu
an. Jika tanda-tanda yang demikian itu terlambat maka di-
genapkan pada usia 15 tahun.

Menurut Abu Hanifa seorang anak dianggap dewasa a-
pabila telah mencapai umur 18 tahun dan menurut salah sa-
tu pendapat berumur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16
tahun bagi perempuan.

Dari perbedaan pendapat diatas maka dapat diambil

kesimpulan bahwa anak itu dikatakan dewasa apabila sudah
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mencapai umur 15 atau 18 tahun. (Abdul Qodir Auda; 1992 :
602)
2.1 Terpaksa.

Para fugoha memberikan ketentuan dari pada terpak—

sa sebagal berikut ; yang pertama hilang kerelaannya, mak

sudnya bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bukan atas -

kehendaknya sendiri, merugéﬂmﬁiiiﬁéh“atau tidak semﬁuﬁﬁa

ﬁiiihannya ﬁékéudﬁ}a apabila perbuatan itu tidak dilaku -

kan dikhawatirkan akan menghilangkan (menghabiskan) nyawa
Menurut pendapat dari madzab Ahmad bahwa paksaan itu per-
lu adanya siksaan, tetapimpendapat ini tidak kuat,

Yang ketiga édanya aﬁdaﬁan, pendapat madzab Hambali ini

didukung oleh Imam Abu Hanifa, Imam Malik dan syafi'i,
Untuk itu suatu perbuatan itu dapat dikatakan seba
gai paksaan apabila terpenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Ancaman yang memyertai paksaan adalah berat.

2. Apa yang .diancamkan adalah seketika mesti terjadi.

3. Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan atau kemampu-
an untuk melaksanakan ancamannya.

4. Pada orang yang menghadapi paksaan timbul dugaan kuat
bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan -
terjadi.

5. Perkara yang diancamkan adalah perhuatan yang dilarang

Jadi paksaan itu harus ada perbuatan materiil yang menim-

pa orang yang dipaksa, sehingga mgndorongnya untuk menger

Jakan apa yang dipaksakannya. (A. Hanaf{ MA, 199% ;354;

358;357) -
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3.1. Syubhat.

Perbuatan syubhat ini dapat terjadi apabila terja-
di dari tiga keadaan berikut :
Pertama, apabila syubhat terdapat pada salgh satu unsur
Jarimah, seperti orang mengambil hartanya sendiri, tetapi
disangkanya harta orang lain.
Kedua, apabila syubhat mengenai persoalan, apakah nas me-
larang sesuatu perbuatan dapat mencakup perbuatan tertudu
itu sendiri atau tidak.
Ketiga apabila syubhat mengenai dapat dibuktikannya sesua
tu jarimah, seperti kesaksian yang diberikan oleh dua o -
rang bahwa orang ketiga telah minum-minuman keras, akante
tapi kedua orang tersebus menarik kembali persaksiannya
sedang bukti lain tidak ada. Contoh lain, seorang ayah
yang mencuri harta anaknya. ( A Hanafi MA, 1993 ; 54:55)
Jadi apabila suatu perbuatan yang sudah ada ketentuan da-
ri nas dan tidak ada keadaan diatas yang menyertainya ma-

ka tidak dapat dikatakan syubhat.
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B Sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman dalam hukum

positif,

Menurut Prof.Sotochid kartanegara menyatakan bahwa

hukuman dijatuhkan untuk melindungi kepentingan-kepenting
an umum itu sendiri, adapun hal-hal yang dilindungi oleh
undang-undang hukum positif adalah sebagai berikut:

a. Jiwa manusia (leven)

b. Tubuh manusia (113t)

¢. Kehormatan (ear)

d. Kesusilaan (rede)

e. Kebenaran pribadi (persoon 1ijk vrijheid)

Walaupun hukum itu bertujuan untuk melindungi 5 perkara
tersebut diatas, tetapi bagi yang melanggarnya tidak sela
lu dijatuhi hukuman maksimal, disini hakim mempunyai wewe
nagg penuh di dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa .
Sehingga putusan tersebut dirasakan adil baik bagi ter! -
dakwa itu sendiri maupun bagi masyarakat umum. (Prof.Sato
chid Kartanegara, tt. ;536)

Kebebasan hakim disini adalah untuk mempertimbang
kan sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman bagi ter -
dakwa yaitu ;

1. Percobaan
2. Membantu (medeplichtigheid)

3. Belum dewasa
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Keringanan hukuman disini apabila seorang terdakwa
diancam hukuman maksimal dikurangi sepertiga dari ancaman

hukuman tersebut.

1.7 Percobaan

Percobaan adalah spatu kegiatan (perbuatan) yang
mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada ti
tik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, a-
kan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab. (R.
Sugandhi SH, 1980 :64)
Dari rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada ti
éa unsur untuk membentuk perbuatan pidana yang disebut se
bagai percobaan itu :
a. Adanya niat untuk melakukan.
b: Niat itu telah dimulai pelaksanaannya.
c. Pekerjaan ite tidak terselesaikan oleh kKarena gangguan

dari luar pribadi si pembuat ke jahatan.

a.1 Adanya niat untuk melakukan

Bahwa orang itu harus dengan sengaja hendak melaku
kan perbuatan jahat. Dalam hal "di sengaja"™ ini ada berba
gai tingkatan misalnya "disengaja sebagai tujuan", dise -
ngaja yang disertai kesadaran harus sekalian melaksanakan
perbuatan lain, disengaja dengan kesadaran akan terjadi -
nya sesuatu kemungkinan. Vos menganggap bahwa niat melaku
kan perbuatan itu hanya dapat diartikan sebagai perbuatan

disengaja sebagai tujuan. (Mr.R.Tresna : 82)
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b. Niat itu telah dimulai pelaksanaannya.

Pelaksanaan disini adalah pelaksanaan kehgndak a -
tau pelaksanaan ke jahatannya. Menurut pasal 53 ayat 1 bah
wa pelaksanaan itu dimaksaudkan sebagai pelaksanaan kehen
dak yang berbuat, akan tetapi dari penjelasan resmi ten-
tang pasal tersebut, ternyata bahwa itu harus diartikan -
Sebagai pelaksanaan dari ke jahatannya. Memang ini dapat
dibenarkan jika dihubungkan dengan perkataan selesainya -
prelaksanaan itu, perkataan mana hanya dapat diartikan se
lesainya kejahatan bukan selesainya kehendak.

C. Pekerjaan itu tidak terselesaikan oleh karena Zangguan
dari luar pribadi si pembuat kejahatan.

Adalah sangat penting untuk menetapkan apakah sesu
atu perbuatan benar-benar mepupakan perbuatan permulaén
Pelaksanaan ataukah baru merupakan perbuatan persiapan sa
Ja. Perbuatan persiapan adalah perbuatan yang mendahului
perbuatan permulaan pelaksanaan. (Hr.R.TreSna;83;84)
Tentang percobaan ini ada 2 Pendirian yaitu
1. Teori subyektif
2. Teori obyektif

ad.1. Teori subyektif
Sebagai dasar diambil kehendak Jahat dari si pembu

at, jadi ditinjau dari sudut orangnya dan niatnya yang ja
hat, kalau ini sudahnyata maka ia sudah dapat dipersalah-
kan. Contoh; Si C hendak mencuri dirumah D, maka C lalu

membeli linggis dan pergi kerumah D, ia mulai gali lubang

ketahuan dan ditangkap.
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Menurut teori subyektif maka perhuatan :4C membeli
linggis telah melakukan percobaan untuk melakukan ke jaha-
tan, sebab telah terang kehendakmjahat dari C meskipun pa
da hakekatnya masih merupakan perbuatan persiapan, tetapi
karena niatnya terbukti, maka dapat dianggap sebagai per-
cobaan melakukan kejahatan. (R.Soehadi;132)
ad.2. Teori obyektif

Menurut faham obyektif ini persiapan melakukan ke-
Jahatan tidak dapat dihukum, persiapan melakukan keJjaha -
tan masih Jjauh dari pelaksanaan, permulaan pelaksanaan su
dah dekat dengan selesainya kejahatan.

Kitab undang-undang hukum pidana menganut faham -
ini dalém masalah percohaan, jadi perbuatan persiapan ume-
Pamanya mepnaruh alat-alat dekat rumah untuk mencuri tidak
dikenakan hukuman, tetapi kalau ia dapat diketahui oleh
penjaga malam, pada waktu ia menggali lubang dan kemudian
tidak bermaksud meneruskan pencurian, tentu ia dapat dihu
kum, sebab pada hakekatnya pelaksanaan: dari perbuatannya
itu tidak selesai karena masalah diluar kehendaknya dan
ter tangkap. (R.Soehadi'SH;133)

Percobaan itu ada beberapa tingkatan :

a. Percobaan yang sempurna, apabila perbuatan permulaan
pelaksanaan itu sudah hampir mendekati terlaksananya
kejahatan yang dimaksud itu.

b. Percobaan tertangguh atau tertunda, misalnya A bermak-

sud menembak B tapi tatkala membidik sebelum sempat me

~ lepaskan tembakannya Senapannya direbut orang lain.
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Percobaan berjenis (gequalificeerde poging), percobaan
untuk melakukan kejahatan Yang dimaksudnya tidak berha
8il, akan tetapi apa yang dilakukannye itu menghasjil -
kan pila suatu kejahétan Yang lain.

Percobaan mubazir (ondeugdelijke poging), percobaan i-
ni ada yang bersifat nisbi dan ada yYang bersifat mut -

lak. Percobaan mubazir itu baik Yang bersifat nisbi ma

upun yang bersifat mutlak dapat mengenai alat atau_pun

benda yang ditujunya. Percobaan mubazir secara -mwtlak
misalnya Jikalau A mau meracun B dengan makanan, tetapi
Yang sebenarnya bukan racun.

Percobaan mubazir secara nisbi mengenai alat, misalnya

Amau meracuni B, akan tetapi B adalah orang yang tahan

‘racun.

Percobaan mubazir secara mutlak mengenal benda yang di
tujunya misalnya A hendak .membacok B akan tetapi B ke-
tika itu sudah mati karena serangan Jantung.

Percobaan mubazir secara nisbi mengenai benda yang di-
tujunya misalnya A mau membunuh B dengan sebuah pisau
tetapi kebekulan B memakai baju zirah,

Menurut ajaran subyektif orang yang melakukan per-

buatan mubazir baik yang bersifat mutlak maupun yang ber-

sifat nisbi, dikenakan hukuman. Sedang menurut ajaran ob-

yektif orang yang melakukan perbuatan mubazir seeara mut-.

lak, tidak dapat dikenakan hukuman sama sekali. Pendapa t
belakangan ini adalah sesuai dengan pendirian yurispurden

81i.
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Hukuman terhadap percobaan, berdasarkan pasal 53 ay&t 2
dan pasal 54 kitab undang-undang hukum pidana dapat disim
pulkan sebagai berikut :

a. Ancaman pidana terhadap percobaan melakukan ke jahatan

| maksimum pidana pokok atas kejahatan yang dilakukan di

kurangi sepertiga.
b. Pércobaan melakukan ke jahatan tidak dipidana,
Dari kesimpulan diatas timbul satu pertanyaan, apa
.yang menjadi motifasi para pembuat undang-undang menentu-
kan ancaman pidana percohaan ke jahatan dikurangi seperti-
ga dan percobaan melakukan Pelanggaran tidak dipidana.
Pertama ialah karena pembuat undang-undang berang-
gapan bahwa perbuatan percobaan itu tidak begitu menimbul
kan kerugian bila dibanding dengan ke jahatan yang selesai
sedangkan mengapa percobaan untuk melakukan pelanggaran =
itu tidak begitu membahayakan kepentingan umum,

.. ! &edua ialah mengurangi sepertiga hukuman itulah -
yang mendorong para ahli hukum pidana menyebutkan pPercoba
an sebagai salah satu sebab Yang dapat meringankan hukum-
an karena sebenarnya ke jahatan telah dimulai, tetapi ter-
halang oleh masalah diluar kehendak si pembuat. Termulai-
nya perbuatan pidana berarti palanggaran atas ketentuan -
ketentuan pidana telah dimulai pula, tegasnya percobaan
adalah perbuatan yang telah dimulai itu batal diluar ke -

hendak si pembuat,
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2. Membentu (medeplichtigheid)

Yang dimaksud dengan membantu ialah orang yang se-
ngaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan
ketika kejahatan itu sedang dilaksanakan. Bila bantuan.i-
tuldiberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka oran g
itu dipersalahkan melakukan perbuatan sekongkol atau ﬁa&gh
Yang dapat dituntut menurut pasal 480 atau peristiwa pida
na yang tersebut pada pasal 221.

Unsur sengaja harus ada, sehingga Orang yang hanya
secara kebetulan dan tidak mengetahui telah memberikan ke
sempatan,ikhti@r atau keterangan untuk melakukan ke jaha -
tan, tidak dapat dihukum.

Niat untuk melakukan ke jahatan itu harus timbul da
ri orang yang diberi bantuan, kesempatan, ikhtiar atau ke
terangan untuk melakukan kejahatan itu. Apabila niat it u
timbulnya dari orang yang memberi bantuan, maka orang itu
lah yang dipersalahkan membujuk melakukan ke jahatan,

Jadi berdasarkan pasal 56 ayat 1 dan 2 <terdapat 2 unsur:

1. Sengaja

2. Niat untuk melakukan ke jahatan itu harus timbul dari o
rang yang diberi bantuan, ikhtiar atau keterangan.
(R.Sughndhi SH ;1980 i T1a72)

Tujuan dari membantu (medeplichtigheid) itu tergan
tung kepada tujuan orang lain atau dader itu (orang yang
melakukan kejahatan), (R.Soehadi SH, 1985;160).

Untuk lebih Jelasnya perhatikan contoh berikut:
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Seorang bernama A berniat melakukan pencurian dirumah B.
untuk mencapai maksudnya, ia datangi pembantu rumahtangga
nya A bernama C dan memberi tahukan niatnya. Oleh C dibe-
rikan keterangan mengenai letak peti uang majikannya gan
diberikan kuncinya. Menurut pasal 56 pembantu rumah tang-
ga bernama C itu .._.  dapat dipersalahkan membantu me -
lakukan pencurian, karena niat/tujuan mencuri itu bukan
dari dia. Lain halnma apébila timbulnya niat pertama itu
dari C, yang kemudian karena tidak berani melakukan sen
diri lalu meminta pertolongan A untuk melakukannya, maka
C tidak dipersalahkan membantu melakukan pencurian, teta-
Pi membujuk melakukan pencurian.

Bantuan yang diberikan itu boleh berupa apa saja,
moril maupun material, tetapi sifatnya harus hanya memban
tu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga dapat di
anggap telah melakukan suatu anasir (perbuatan pelaksana-
an) dari peristiwa pidana. Sebab apabila demikian, maka -
perbuatannya dapat dikatagorikan "turut melakukan" seba -
gaimana dimaksud oleh pasal 55.

Menurut pasal 57 ayat 1 ancaman hukuman bagi orang
yang membantu melakukan perbuatan pidana adalah hukuman -
pokok yang dikurangi sepertiga, jadi Luyang dikurangi *de-
ngan sepertiganya itu bukanlah hukuman Yang diputuskan o-
leh hakim. Lazimnya orang yang membantu itu memperoleh hu
kuman éépertiga lebih ringan dari pada'hukuman yang dija-

tuhkan pada pelaku kejahatan yang dibantunya.
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3. Belum dewasa

Menyangkut masalah usia menurut BW pasal 330 yang

berbunyi :

"Belum dewasa adalah mereka Yang belum mencapai u-
mur genap dua puluh satu tahun, dan tidak labih dulu
telah kawin.

Apabila perkawinan itu telah dibubarkan sebelum u-
mur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka
tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewsasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah
kekuasaan orang tua, berada dibawah Perwalian atas
dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam ba-
glan ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.

Penentuan arti istilah "belum dewasa" yang dipakai

beberapa peraturan-undang=undang terhadap bangsa indone -

gia.

Untuk menghilangkan keragu-raguan yang timbul karena

ordonansi 21 Desember 1917, LN, 1917-138, maka dikeluar -

kan ordonansi 31 Januari 1931, IN,1931-54 sebagai berikut

(1).

{2).

(3).

Apabila Peraturan-peratuaran undang-undang memakai
istilah belum dewasa, maka sekedar mengenai bangsa
Indonesia, dengan istilah itu dimaksudkan

"Segala orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan
tidak lebih dulu telah kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur
22 tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam is
tilah "belum dewasa".

Dalam faham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan
anak-anak. (Prof.R. Subekti, SH.,1985 :98;99)

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena

melakukan perbuatan sebelum berumur 16 tahun hakim dapat

menentukan tiga hal :
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% me@eyinyahgan_supayg yang bersglay_g}ggmba}ikan kepa@a
orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana-
SRR g v D5 S s e 4 e
°+ Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada
Ipemerintah (Rumah pendidikan anak-anak nakal) sampai
berumur 18 tahun. _ _
3. Menjatuhkan pidanaan (hukuman) dalam hal ini dikurangi
dengan sepertiganya. (Prof.Mr.Roeslan Saleh,1987;80)
Menurut pasal 45 KUHP agar orang yang melakukan -
tindak pPidana itu tidak dapat dijatuhi hukuman harus meme
pqhi"dua”syarat sebagai berikut; o
a. Pada waktu dituntut orang itu harus belum dewasg yaitu
mereka_yang belum berumur 21_tahun dan belum kawin,_o-
rang yang umurnya helum mencapai 21 tahun tetapi telah
kawin kemudian bercerai, dianggap telah dewasa.
b. Tuntutan itu_mengenai peristiwa pidana yang dilakukan
oleh orang yang belum berumur 16 tahun pada waktu pe -

ristiwa pidana itu terjadi. (R.Sugandhi,1980;52)

Untuk ketiga macam ketentuan diatas, kepada hakim =

diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan ro
haninya terdakwa Yang masih muda itu. Misalnya apabila ha
kim berpendapat, bahwa anak-anak yang umurnya 9 tahun ke-
cakapan akalnya ternyata tidak normal berkembangnya rmaka
cukup alasan bagi hakim untuk mengirim kembali “apaksmaak
itu kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliha

ranya, dengan tidak dijatuhi hukuman apapun.
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Akan tetapi apabila %hakim berpandapat bahwa anak-anak -
berumur 13 atau 15 tahun yang telah melakukan kejahatan i
tu telah berakal yang cukup mempu me_mbedaf - bedakan, ﬁ:aka
pada hakim ada kesempatan pula untuk menjatuhkan " ¥ukaman
akén tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh le -
bih dari dua pertiga maksimum hukuman yang dianvamkan.

(R.Sugandhi SH, 1980; 52;53)
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4. Dasar-dasar hukum tentang s&bab-sebab yvang dapat meri-

ngenkan hukuman.
g o Percobagn._ -

Percobaan menjadi salah satu sebab vang qapat me
ringankan hukuman berdasarkan pada pasal 53 ayat 12.2, 3
dan.4 KUHP yang berbunyi
(1) Peréobaan melakukan ke jahatan dapat dipidana, apabila

maksud akan melakukan kejahatan itu suda nyata, de -
ngan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbu

atan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab *:hal
Yang tidak tergantung kepada kehendaknya. sendiri.

(2) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas :kejahatan
itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.

(3) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana ‘mati
atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidanapen
Jara yang selama-lamanya lima belas tahun.

(4) Untuk kejahatan yang telah diselesaikan dan parcobaan
melakukan ke jahatah itu, sama saja pidana tambahannya.

Dan juga pasal 54 yang dapat dijadikan pertimbangan hakim

dalam menentukan hukuman yang berbunyi ;

. "Percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat di pidana"

‘ _Menurut pésalﬂdo3;pera¢uraqhini_dapgtJdi,keguglif

kan-dengan undang-undapg,-peraﬁy;an-pe@g;intah atau ordo

égqsi, Qéiggsﬁégﬁﬁéﬁgaﬁ-;913¢maka dalam ordonansi obat -

bius ada beberapa pelanggaran Yang percobaannya dapat di

hukum juga.



56

1.2. Membantu (medeplichtigeheid)

Yang menjadi dasar membantu sebagail salahrszatu se-
bab yang dapat meringankan hukuman adalah pasal 56 KUHP
Yang berbunyi : |

Sebagai pembantu melakukan ke jahatan di pidana :
ke-1 Orang yang dengan sengaja membantu waktu ke jahatan i
tu dilakukan:

ke-2 Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhti-
ar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Sedang ancaman hukumannya tercamtum pada pasal 57 ayat 1,

2, 3, dan 4 yang berbunyi

(1) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas ke jahata n
dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.

(2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati
atau dengan pidana penjara seumur hidup, maka dijatuh
kanlah pidana pen jara selama-lamanya lima belas tahun

(3) Pidana tambahan untuk ke jahatan dan membantu melaku -
kan kejahatan itu, adalah sama.

(4) Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan
yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu i-
tu, serta déngan akibat perbuatan itu.

1.3. Belum dewasa

Belum dewasa merupakan sebab yang dapat meringan -
kan hukuman. Yang menjadi dasar dapat diringankannya huku
man adalah pasal 45 KUHP yang berbunyi

Jika orang yang dibawah umur dituntut karena mela-
kukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas
tahun, dapatlah hakim :

Memerintahkan, Supaya anak yang bersalah itu dikemba
likan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliha
ranya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana.
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atau memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu di
serahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan
pidana, yakni jika tindak pidana itu . masuk bagian
ke jahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal
489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519,
526, 531, 532, 536 dan 540, serta tindak pidana itu
~dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusa n
yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggara n
-1%Zu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memi-
dana anak yang bersalah itu.

Juga berdasar pasal 46 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi :

(1) Jika hakim memerintahkan orang yang bersalah itu akan
diserahkan kepada pemerintah, maka ia :
ditempatkan dalam rumah negara tempat mendidik anak-
anak, supaya disitu, atau kemudian dengan jalan lain
ia mendapatl -didikan dari pihak pemerintah,natau di
serahkan kepada seéseorang yang ada didaerah Republik
Indonesia atau kepada perhimpunan yang bersifat ba -
dan hukum yang ada di daerah Republik Indonesia atau
kepada lembaga smsl ysng ada disini, supaya ditempat
tersebut atau kemudian dengan jalan lain, iz menda-
pat didikan dari pihak pemerintah, dalam dua hal itu
selama-lamanya sampai cukup umurnya delapan belas ta
hun.

(2) Ketentuan untuk men jalankan ayat pertama pasal ini di
tetapkan dengan peraturan perundang-undangan,

Serta pasal 47 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi :

(1) Kalau hakim meminana anak yang bersalah itu, maka mak
simum pidana pokok bagi tindak pidana itu, dikurang i
sepertiganya.

(2) Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pi
dana penjara seumur hidup, maka anak itu dipidana de-
ngan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan yang tersebut pada pasal 10 bagian b,
ke I dan ke 3 tidak dijatuhkan.

Disamping sebab-sebab yang dapat meringankan hukum
an yang tersebut didalam KUHP disini terdapat sebab yang.
timbul dari luar undang-undang dan sebagai dasar-dasar u-
mumnya adalah undang-undang No._14 tahun 19?0 tentang ke-

tentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 27 ayat 1 dan 2
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Yang berbunyi

(1). Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib meng-
gali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum ¥ ¥ang
hidup dalam masyarakat.

(2). Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim
wajib memperhatikan pula ‘gifat-sifa+ yang baik dan
yang jahat dari tertuduh.(BAHKAMAH AGUNG, 1985;18)

Dalam penjelasan undang=-undang pokok kekuasaan kehakiman
ﬁasal 27 ayat 1-dan 2 menyebutkan :

(1). Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak ter
tulis serta berada dalam masa pergolakan dan spali-
han, hakim rupanya perumus dan penggali dari =liai -
nilai hukum Yang hidup di kalangan rakyat.

Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyara
kat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami pe
rasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam ma -
Syarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan pu-~

stusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan ma=-
syarakat.

(2). sifat-sifat yang jahat dari tertuduh wajib diperhati
kan hakim dalam mempertimbangkan pidana vang dijatuh.
kan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhi
tungkan untuk memberi Pidana yang setimpal dan sea.j-
dil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat dipero -
leh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya ,
rukun tetangganya dokter ahli jiwa dan sebagainya.
(MAHKAMAH AGUNG, 1985;49)
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2. Syarat-syarat mendapatkan keringanan hukuman .

Di dalam hukum positif sebab-sebab Yang dapat meri
ngankan hukuman ada tiga yaitu : '
1. Percobaan
2.-Membantu
3. Belum dewasa
Dari ketiga sebab ini Mempunyai syarat-syarat atau
unsur-unsur tertentu untuk mendapatkan keringanan hukuman
Ad.1 Percobaan
Suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai per
cobaan apabila memenuhi beberapa syarat yaitu
a. Apabila maksud untuk melakukan kejahatan ity sudah nya
ta. (niat)
b. Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai,
¢. Perbuatan yang cenderung menugu kearah ke jahatan itu
tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul
kemudian, tetapi bukan karens kehendak si pelaku sendi
ri. (R.Sugandhi SH, 1980 ;64)
Ad .2 Membantu
Membantu melakukan suatu kejahatan itu merupakan
tindak kejahatan yang dapat dikenai hukuman. Syarat satu-
perbuatan dapat dikatakan sebagai membantu ke Jjahatan ada-
lah :
a. Sengaja melakukan ke jahatan. )
b. Niat untuk melakukan ke jahatan itﬁ harus timbul dari

orang yang diberi bantuan, ikhfiar atau keterangan un-

tuk melakukan ke jahatan itu.
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Ad.3 Belum dewasa
| Seorang anak dapat dikatakan belum dewasa apabila
telah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan Yang terdapat
dalam ordonansi 31 januari 1931 IN 1931 No.54 yaitu :
a. Mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu ta
hun dan belum kawin. Orang yang umurnya belum mencapai
4 21 tahun tetapi telah kawin kemudian bercerai, diang -
gap telah dewasa. (Prof.R.Subekts SH, 1985; 99)
b. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan
oleh orang yang berumur 16 tahun (pada waktu peristiwa

itu terjadi). (R.Sugandhi SH, 1980; 52)



